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EKA PEBRIANTI.  Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu 
Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di kota Makassar dibimbing oleh 
Musakkir dan Ratnawati. 
Penelitian ini bertujuan mengetahui (1) Upaya dan peranan aparat 
kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakuka oleh anak 
sekolah di kota Makassar (2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar. 
Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar dan SMP SMA 
di kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
yang bersifat dekskriptif dan perspektif melalui pendekatan empiris dan 
normative dengan menggunakan teknik analisi kualitatif dengan menafsirka data 
berdasarkan landasan teori tertentu. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi dan upaya yang dilakukan oleh 
pihak kepolisian antara lain upaya preventif yaitu melakukan sosialisasi 
penyuluhan tertib berlalu lintas dan upaya represif yaitu untuk menindak 
langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan berguna 
untuk memberi efek jerah terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran. 
kemudian faktor – faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga, faktor pendidikan dan 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Manusia adalah makhluk yang dinamis dan tidak bisa berdiam diri 
dalam waktu lama. Mereka selalu ingin bergerak, berpindah, dan 
melakukan aktivitas. Dimasa modern, aktivitas manusia sangat terbantu 
dengan adanya teknologi yang memudahkan pergerakan tiap individu. 
Teknologi tersebut merupakan kendaraan bermotor ditemukan sebagai 
alat transportasi maka manusia tidak perlu repot kepanasan atau 
kehujanan ketika bepergian. Waktu tempuh menjadi singkat dan menjadi 
lebih menyenangkan. 
 Meskipun membawa sejumlah keuntungan, kehadiran kendaraan 
bermotor juga membawa konsekuensi lain diantaranya penyediaan jalan 
yang memadai, pengaturan pergerakan kendaraan, dan masalah 
kecelakaan lalu lintas. Di Negara berkembang seperti indonesia, 
kesadaran tertib di jalan raya masih rendah sehingga ditemukan 
pelanggaran yan dilakukan pengguna jalan terutama pengendara motor 
dan mobil misalnya berjalan melawan arah, menerobos lampu merah dan 
tidak menggunakan helm, hal inilah merupakan pemicu terjadinya suatu 
kecelakaan lalu lintas. 
 Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena 
yang umum terjadi di kota-kota besar di Negara-negara yang sedang 
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berkembang. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah 
penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan 
kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan 
pertambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan 
pertambahan prasarana jalan yang mengakibatkan berbagai masalah lalu 
lintas seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. 
 Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara 
berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah 
mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia. Jumlah ini setara dengan 
2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan 
kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.1 
 Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 
1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah 
“orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah 
memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan 
pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang 
sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) 
yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D. 
 Melihat permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan 
banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya 
pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita 
                                                             
1
 http//:id.Wikipedia.org/wiki/Kecelakaan Lalu Lintas. 
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sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai 
dengan aturan yang ada, sehingga dapat menganggu ketertiban dalam 
masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. 
 Penyebabnya terdapat pada faktor-faktor seperti pengemudi 
maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, 
kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang 
tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu 
sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan 
mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun 
tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, 
politik, sosial budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  
 Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan 
penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk 
menanggulangi kecelakaan lalu lintas. Berbagai peraturan telah disusun 
dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan 
jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk 
menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. 
 Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas adalah untuk 
mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di 
jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya 
berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara 
konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, 
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kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan 
kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan 
yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas 
yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di 
samping itu mungkin gerakan kendaraan berhenti sama sekali atau 
mandeg. 
 Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan 
sebagai pencegah (politie toezicht) dan sebagai penindak (politie dwang) 
dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi 
regeling (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan 
bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan 
fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau begunstiging 
(misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).2 
 Walau demikian kebanyakan pengemudi menyadari akan bahaya 
yang dihadapi apabila mengendarai kendaraan dengan melebihi 
kecepatan maksimal tersebut. Akan tetapi di dalam kenyataannya tidak 
sedikit pengemudi yang melakukan hal itu. Di dalam menghadapi konflik, 
maka seseorang biasanya melakukan apa yang disebut displacement 
yang berwujud sebagai pengalihan sasaran perilaku agresif. Kekhawatiran 
timbul sebagai akibat dari perasaan akan adanya bahaya dari luar, yang 
kadang-kadang hanya merupakan anggapan saja dari yang bersangkutan. 
Tidak jarang manusia mempergunakan mekanisme pertahanannya untuk 
                                                             
2
.  Soerjono Soekanto , Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah – Masalah 
Sosial, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989, hlm 58  
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mengatasi rasa khawatirnya itu, seperti misalnya acting out yakni individu 
yang bersangkutan melakukan tindakan-tindakan impulsif. Perilaku 
semacam ini dapat terjadi pada pengemudi, yang kemudian mengendarai 
kendaraannya secara liar. 
Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan 
beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman 
akan lebih efisien. Cara yang lazim disebutkan periodic reinforcement 
(penguatan periodik) atau partial reinforcement (penguatan sebagian). 
Cara ini diterapkan apabila terhadap perilaku tertentu, tidak selalu diberi 
imbalan atau dijatuhi hukuman. Kalau seorang pengemudi sudah 
terbiasakan menjalani rute jalan raya tertentu, maka ada kecenderungan 
untuk melebihi kecepatan maksimal. Hal itu disebabkan oleh karena 
pengemudi menganggap dirinya telah mengenal bagian dari jalan raya 
tersebut dengan baik. Kalau pada tempat-tempat tertentu dari jalan 
tersebut ditempatkan petugas patroli jalan raya, maka dia tidak 
mempunyai kesempatan untuk melanggar batas maksimal kecepatan. 
Akan tetapi apabila penempatan petugas dilakukan secara tetap, maka 
pengemudi mengetahui kapan dia harus mematuhi peraturan dan 
bilamana dia dapat melanggar ketentuan-ketentuan  tersebut. Dengan 
menerapkan cara periodic reinforcement, maka ingin ditimbulkan kesan 
pada pengemudi bahwa di mana-mana ada petugas, sehingga dia akan 
lebih berhati-hati di dalam mengemudikan kendaraannya, kalaupun 
petugas kadang-kadang ditempatkan di jalan raya tersebut ada kesan 
bahwa petugas itu selalu ada di situ. 
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 Cara ini bertujuan untuk menghasilkan pengemudi yang berperilaku 
baik. Cara kedua biasanya disebut conspicuous enforcement, yang 
biasanya bertujuan untuk mencegah pengemudi mengendarai kendaraan 
secara membahayakan. Dengan cara ini dimaksudkan sebagai cara untuk 
menempatkan mobil polisi atau sarana lainnya secara menyolok, sehingga 
pengemudi melihatnya  dengan sejelas mungkin. Hal ini biasanya akan 
dapat mencegah seseorang untuk melanggar peraturan. “Cara ini 
bertujuan untuk menjaga keselamatan jiwa manusia dan sudah tentu, 
bahwa kedua cara tersebut memerlukan fasilitas yang cukup dan tenaga 
manusia yang mampu serta terampil.  
Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan 
pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah 
umur,  tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah 
terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP 
dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2013 di kota 
Makassar. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi 
dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua 
mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak 
terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan 
membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun 
adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan 
karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin 
Mengemudi (SIM).  
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 Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah 
tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan 
sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan 
aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak 
sekolah. Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui 
media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.  
 Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polrestabes Makassar, 
menunjukkan, sepanjang tahun 2012 telah terjadi 66 kasus kecelakaan 
lalu lintas. Kasus tersebut merengut 18 korban jiwa. Kerugian materil 
mencapai ratusan juta rupiah. Dibalik data itu, ada fakta yang cukup 
mencengangkan. Sedang sampai April 2013, 10 kasus laka lantas yang 
merengut korban jiwa itu melibatkan anak-anak dibawah umur. Dari 
seluruh kasus tersebut, pelanggaran umumnya berupa balapan liar dan 
pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan. 3 
 Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar, mengatakan salah satu pemicu maraknya 
pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan 
minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. 
Dalam hal ini kita bisa melihat contoh kasus tabrakan Honda Jazz 
melibatkan anak di bawah umur di Jalan Daeng Tata Makassar waktu lalu. 
Saat itu orang tua si anak tidak tahu anaknya mengambil untuk 
dikendarai. Jadi ini bukan soal kenakalan anak-anak saja melainkan orang 
tua melakukan pengawasan yang  lebih kepada anaknya.4 
                                                             
3
  http://rakyatsulsel.com/saban-malam-geng-motor-kian-meresahkan-3-selesai.html 
diakses pada tanggal 13 desember 2013 
4
  http://www.scribd.com/doc/165014786/Tujuan-Hukum-Studi-Kasus-Pelanggaran-Lalu-
Lintas diakses pada tanggal 13 desember 2013 
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 Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu 
hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan 
pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-
undang Hukum Pidana ( KUHPidana ). Selain itu juga kenakalan dan 
kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-
Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-
ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak , yaitu dengan 
ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu 
mendapat pengkajian dan perhatian  yang serius, sehingga pemberian 
sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak 
melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan 
betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan 
Amanah yang diberiakan oleh Allah kepada setiap manusia yang 
dikehendakinya. 
 Hukum itu bukanlah suatu hal yang statis, hukum dari waktu ke 
waktu senantiasa mengalami perkembangan. Hal ini merupakan suatu 
konsekuensi logis dikarenakan pertumbuhan dan perkembangan hukum 
itu sendiri dipengaruhi oleh faktor. Hukum yang ada sekarang ini tidak 
muncul secara tiba-tiba begitu saja, melainkan merupakan hasil dari suatu 
perkembangan tersendiri, maka yang dimaksudkan adalah bahwa 
terdapat hubungan yang erat dan timbal balik antara hukum dengan 
masyarakat. Hal tersebut memang seharusnya terjadi demikian karena 
bagaimana pun juga keberadaan hukum terutama ada di masyarakat. 
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Achmad Ali menyatakan bahwa hukum adalah seperangkat kaidah 
atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa 
yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai 
warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber dari 
masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh 
otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar 
diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam 
kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan 
kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang 
sifatnya eksternal. 5 
 Setelah mengetahui pengertian dari dua kata di atas, secara umum 
dapat diartikan bahwa tujuan hukum adalah arah atau sasaran yang 
hendak dicapai hukum dalam mengatur masyarakat.Dalam banyak buku 
tentang Ilmu Hukum, pembahasan mengenai tujuan hukum sering 
dipisahkan dari pembahasan tentang fungsi hukum.  
 Hal seperti ini menurut  Achmad Ali  kurang tepat, sebab 
bagaimana pun pertalian antara tujuan hukum dengan fungsi hukum 
adalah suatu pertalian yang sangat erat.Yang pertama-tama yang perlu 
diketahui, tentu saja adalah tujuan hukum, sebab hanya telah 
ditetapkannya apa yang menjadi tujuan dari hukum itu, kita dapat 
menentukan pula fungsi yang harus dijalankan hukum agar dapat 
mencapai tujuannya.6 
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B. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang yang di paparkan di atas, maka penulis 
memfokuskan penelitian pada permasalahan sebagai berikut :  
1. Bagaimana upaya dan peranan aparat kepolisian dalam 
menanggulangi pelanggaran  lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak sekolah di kota Makassar? 
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitiaan dan Manfaat Penulisan  
1. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui upaya dan peranan dan peranan Aparat 
Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar. 
b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilkukan 
oleh anak sekolah di kota Makassar 
2. Manfaat Penulisan . 
a. Sebagai bahan pengetahuan tentang upaya dan peranan 
Aparat Kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar. 
b. Memberikan Informasi mengenai faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan 





A. Karakteristik Kajian Sosiologi Hukum 
 Dalam abad ke-19, seorang ahli filsafat bangsa perancis bernama 
Augeste Comte telah menulis beberapa buah buku yang berisikan 
pendekatan-pendekatan umum untuk mempelajari masyarakat. Dia 
berpendapat bahwa ilmu penegetahuan mempunyai urutan-urutan tertentu 
berdarkan logika dan bahwa setiap penelitian dilakukan melalui tahap-
tahap tertentu untuk kemudian mencapai tahap terakhir yaitu tahap ilmiah. 
Dia mempunyai anggapan saatnya telah tiba bahwa semua penelitian 
terhadap soal-soal kemasyarakatan dan gejala-gejala masyarakat 
memasuki tahap terakhir yaitu tahap ilmiah, oleh sebab itu dia 
menyarankan agar semua penelitian terhadap masyarakat ditingkatkan 
menjadi suatu ilmu tentang masyarakat yang berdiri sendiri. Nama yang 
diberikannya tatkala itu adalah “Sosiologi” yang berasal dari kata Latin 
socius yang berarti “kawan” dan kata yunani logos yang berarti “kata” atau 
“berbicara”. Jadi sosiologi berarti “berbicara mengenai masyarakat”.7 
 Sosiologi jelas merupakan ilmu sosial yang obyeknya adalah 
masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri 
karena telah memenuhi segenap unsur-unsur ilmu pengetahuan, yang ciri-
ciri utamanya adalah :  
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a. Sosiologi bersifat empiris yang berati bahwa ilmu pengetahuan 
tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan 
akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif. 
b. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu 
berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. 
Abkstraksi tersebut merupakan kerangka-kerangka unsur-unsur 
yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan 
hubungan-hubungan sebab akibat, sehingga menjadi teori. 
c. Sosiologi bersifat kumulatif yang berarti bahwa teori-teori 
sosiologi dibentuk atas dasar teori-teori yang sudah ada dalam 
arti memperbaiki , memperluas serta memperhalus  teori-teori 
yang lama. 
d. Bersifat non-etis, yakni yang dipersoalkan bukanlah buruk-
baiknya fakta tertentu, akan tetapi tujuannya adalah untuk 
menjelaskan fakta tersebut secara analitis. 
 Definisi sosiologi dan sifat hakikatnya adalah sangat sukar untuk 
merumuskan suatu definisi (batasan makna) yang dapat mengemukakan 
keseluruhan penegertian,  sifat dan hakikat yang dimaksud dalam 
beberapa dalam kata kalimat. Oleh sebab itu, suatu definisi hanya dapat 
dipakai sebagai suatu pegangan sementara saja. Sungguhpun 
peneyelidikan berjalan terus dan ilmu pengetahuan tumbuh ke arah 
pelbagai kemungkinan, masih juga diperlukan suatu pengertian yang 
pokok dan menyeluruh. Untuk patokan sementara akan diberikan 
beberapa definisi sosiologi sebagai berikut : 
13 
a. Pitirim Sorokin mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu 
yang mempelajari : 
1) Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam 
gejala-gejala sosial ( misalnya antara gejala ekonomi dengan 
agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi , 
gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagainya. 
2) Hubungan dengan pengaruh timbal balik antara gejala sosial 
dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, 
biologis, dan sebagainya. 
3) Ciri-ciri umum  semua jenis gejala-gejala sosial. 
b. Roucek dan Warren mengemukakan bahwa sosiologi adalah 
ilmu yang mempelejari hubungan antara manusia dalam 
kelompok-kelompok. 
c. William F. Obgurn dan Meyer F. Nimkoff  berpendapat bahwa 
sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi 
sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. 
d. J.A.A van Doorn dan C.J. Lanmers berpendapat bahwa 
sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan 
proses-proses kemasyarakatan yang bersufat stabil. 
e. Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi menyatakan bahwa 
sosiologi atau ilmu masyarakat ialah ilmu yang mempelajari 
struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk perubahan-
perubahan sosial. Selanjutnya menurut  Selo Soemardjan dan 
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Soelaeman Soemardi , sturuktur sosial adalah keseluruhan 
jalinan antara unsur-unsur sosila yang pokok yaitu kaidah-
kaidah sosila (norma-norma sosial) lembaga-lembaga sosial, 
kelompok serta lapisan-lapisan sosial. Proses sosial adalah 
pengaruh timbala balik anatara berbagai segi kehidupan 
ekonomi dengan segi kehidupan politik , antara segi kehidupan 
hukum dengan segi kehidupan agama, antara segi kehidupan 
agama dan segi kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Salah 
satu proses sosial yang bersifat tersendiri ialah dalam hal 
terjadinya perubahan-perubahan di dalam struktur sosial.8 
 Berbicara masalah pengertian sosiologi hukum maka kita berbicara 
masalah kajian sosiologi hukum, menurut pendapat Achmad Ali dalam 
bukunya menjelajahi kajian empiris terhadap hukum sebagai berikut9:  
“Kajian sosiologi hukum adalah suatu kajian sosiologi yang 
obyeknya fenomena hukum, tetapi menggunakan optik atau 
kacamata ilmu sosial dan teori-teori sosiologi, pendekatan yang 
dipakai dalam sosiologi hukum berbesa dengan pendekatan yang 
digunakan oleh ilmu-ilmu hukum lainnya”. 
 
 Achmad Ali  juga menjelaskan sebagai berikut:10 
“Yang membedakan antara ilmu-ilmu hukum dengan sosiologi 
hukum yaitu bahwa ilmu hukum normatif menekankan kajian pada 
Law in books, hukum sebagimana seharusnya, dan arena itu 
berada dalam dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum 
menekankan kajian pada law in action, hukum dalam dunia sains. 
Sosiologi hukum menggunakan pendekatan empiris, sebaliknya 
ilmu hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat 
prekspertif”. 




 Achmad Ali, menjelajahi kajian empiris hukum,  hlm. 9 
10
 Ibid hlm 11 
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Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa 
pandangan. Di antara pandangan-pandangan itu, diuraikan berikut:11 
1. Kajian Normatif 
Kajian normatif memandang hukum dalam wujudnya sebagai 
kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Kajian normatif sifatnya prespektif yaitu bersifat menentukan 
apa yang salah dan apa yang benar. Kajian-kajian normatif terhadap 
hukum antara lain : Ilmu Hukum Pidana Positif, dan Ilmu Hukum 
Tatanegara Positif. Dengan kata lain, kajian normatif mengkaji law in 
books. Kajian normatif dunianya adalah das sollen (apa yang 
seharusnya). 
2. Kajian Filosofis 
Kajian filosofis merupakan kajian yang memandang hukum sebagai 
seperangkat nilai ideal, yang seyogyanya senantiasa menjadi rujukan 
dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. 
Kajian filosofis sifatnya ideal. Kajian ini diperankan oleh kajian Filsafat 
Hukum. Dengan perkataan lain, kajian filsafat hukum itu mengkaji law in 
ideas. 
3. Kajian yang Empiris 
Kajian empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai 
kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain. 
Kajian ini bersifat deskriptif. Kajian-kajian empris antara lain : Sosiologi 
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Hukum, Antropologi Hukum, dan Psikologi Hukum. Dengan kata lain 
kajian empiris mengkaji law in action. 
 Curson menjelaskan penggunaan istilah legal sociology juga 
menunjukkan studi spesifik tentang situasi-situasi di mana aturan-aturan 
hukum beroperasi, dan tingkah laku yang dihasilkan dari beroperasinya 
aturan-aturan hukum itu.12 
 Dengan demikian yang membedakan antara Ilmu Hukum (normatif) 
seperti Ilmu Hukum Pidana, Ilmu Hukum Tatanegara, dan Ilmu Hukum 
Acara dengan Sosiologi Hukum Pidana, Sosiologi Hukum Tatanegara, 
Sosiologi Hukum Acara, adalah ilmu normatif menekankan kajian pada 
law in books, hukum sebagaimana seharusnya dan karena itu berada 
dalam dunia sollen. Sebaliknya, sosiologi hukum menekankan kajian pada 
law in action, hukum dalam kenyataannya, hukum sebagai tingkah laku 
manusia yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi hukum 
menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, sebaliknya ilmu 
hukum menggunakan pendekatan normatif yang bersifat prespektif.13 
 Vilhelm Aubert memandang sosiologi hukum merupakan cabang 
dari dari Sosiologi Umum, yang sama halnya dengan cabang sosiologi lain 
seperti Sosiologi Keluarga, Sosiologi Industri, atau Sosiologi Medis. Ia 
seharusnya tidak mengabaikan bahwa bagaimanapun, secara logis 
sosiologi dapat juga dipandang sebagai suatu alat pembantu dari studi 
hukum, suatu penolong dalam pelaksanaan tugas-tugas profesi hukum. 
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Analisis sosiologis tentang fenoma-fenoma yang diatur oleh hukum, dalam 
membantu para pembuat undang-undang atau pengadilan dalam 
membuat putusannya. Dan yang benar-benar penting adalah fungsi kritis 
dari sosiologi hukum, sebagai suatu penolong dalam meningkatkan 
kesadaran kaum professional hukum dalam menjalankan fungsi-fungsi 
kemasyarakatannya.14 
 Jadi, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah 
sebabnya sehinga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan bukan 
seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum harus 
mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum 
sebagai objek kajiannya. 
Hukum yang merupakan objek dari ilmu hukum dilihat dari dalam 
hukum itu sendiri. Sebaliknya, sosiologi hukum menenpatkan juga hukum 
sebagai objeknya, tetapi meneropong dari luar hukum dengan 
menggunakan konsep-konsep beberapa ilmu sosial.  
 Berikut beberapa yang mempunyai kapasitas keilmuan di bidang 
sosiologi di  bidang sosiologi hukum untuk memberikan pengertian 
sosiologi hukum , hal tersebut di ungkapkan sebagai berikut: 
1. Menurut Soerjono Soekanto: Sosiologi hukum adalah suatu cabang 
ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisi 
atau mempelajari hubungan timbal balik anatara hukum dengan 
gejala-gejala sosial lainnya.  
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2. Menururut Satjipto Raharjo: Sosiologi hukum (sociology of law ) 
adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat 
dalam konteks sosialnya. 
3. Menurut H.L.A. Hart: Tidak menegemukan definis tentang sosiologi 
hukum. Namun, definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek 
sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep 
tentang hukum mengandung unusr-unsur kekuasaan yang 
terpusatkan kepada kewajiban tertenti di dalam gejala hukum yang 
tampak dari kehidupan bermasyarakat. 
4. Menurut R.Otje Salman: Sosiologi hukum adalah ilmu yang 
mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-
gejala sosiola lainnya secara empiris analitis. 
 
B. Fungsi Hukum Dalam Masyarakat 
 Apabila membicarakan masalah efektif atau berfungsi tidaknya 
suatu hukum dalam arti undang-undang atau produk hukum lainnya, maka 
pada umumnya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut 
benar-benar berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dalam teori-teori 
hukum biasanya dibedakan antara 3 (tiga) macam hal berlakunya hukum 
sebagai kaidah Mengenai pemberlakuan kaidah hukum menurut Soerjono 
Soekanto dan Mustafa Abdullah bahwa:15 
1. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya 
didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatnya atau bila 
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berbentuk menurut cara yang telah ditetapkan atau apabila 
menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan 
akibatnya 
2. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah 
tersebut efektif artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan 
berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga 
masyarakat atau kaidah tadi berlaku karena diterima dan diakui 
oleh masyarakat. 
3. Kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis artinya sesuai 
dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. 
 Jika ditelaah secara mendalam, maka untuk berfungsinya atau 
efektifnya suatu hukum haruslah memenuhi ketiga unsur tersebut, sejalan 
dengan hal tersebut menurut Mustafa Abdullah bahwa agar suatu 
peraturan atau kaidah hukum benar-benar berfungsi harus memenuhi 
empat faktor yaitu :16 
1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri 
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan 
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan 
kaidah hukum atau peraturan tersebut            
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan 
tersebut  
 Masalah berlakunya hukum sehingga dapat efektif di masyarakat 
termasuk yang dibicarakan dalam skripsi ini yaitu efektivitas suatu 
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peraturan daerah dalam mendukung terwujudnya ketertiban dalam 
masyarakat, maka ada 2 komponen harus diperhatikan yaitu :17 
1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan 
penyesuaian oleh hukum atau dengan kata lain bagaimana 
hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. 
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat 
menuju suatu perubahan yang terencana, dalam hal ini hukum 
berperan aktif atau dikenal dengan istilah sebagai fungsi hukum 
sebagai alat rekayasa sosial “a tool of social engineering”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, maka menurut pendapat Hugo 
Sinzheimer bahwa :18 
“Perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak 
adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, 
serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum 
yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin 
kita lepaskan dari hal-hal yang berubah sedemikian rupa, tentu 
saja dituntut perubahan hukum untuk menyesuaikan diri agar 
hukum masih efektif dalam pengaturannya”. 
 
 Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat adalah bagaimana hukum tertulis dalam arti peraturan 
perundang-undangan karena mesti diingat bahwa kelemahan peraturan 
perundang-undangan termasuk di dalamnya peraturan daerah adalah 
sifatnya statis dan kaku. 
 Dalam keadaan yang sangat mendesak, peraturan perundang-
undangan memang harus disesuaikan dengan perubahan masyarakat, 




 Achmad ali, 1996, menguak tabir hukum, Jakarta:Chandra pratama, hlm 203. 
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tetapi tidak mesti demikian sebab sebenarnya hukum tertulis atau 
perundang-undangan telah mempunyai senjata ampuh untuk mengatasi 
terhadap kesenjangan tersebut, kesenjangan yang dimaksud dalam hal ini 
adalah dalam suatu peraturan perundang-undangan termasuk peraturan 
daerah diterapkan adanya sanksi bagi mereka yang melakukan 
pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut. 
 
C. Pengertian Anak 
 Masalah Anak atau dengan kata lain adalah belum dewasa sering 
dipakai untuk menunjukkan keadaan dimana seorang secara yuridis atau 
secara hukum belum mampu bertanggunng jawab atas perbuatan-
perbuatan yang telah dilakukan. Pengertian anak masih merupakapakan 
masalah aktual dans sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat 
diantara para ahli hukum , salah satu diantaranya adalah beberapa 
maksimun batas umur anak yang ditentukan bagi seorang anak.  
 Pengertian anak masih merupakan masalah aktual dan sering 
menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para ahli hukum , salah 
satu diantaranya adalah beberapa maksimun batas umur anak yang 
ditentukan bagi seorang anak. 
  Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
perlindungan anak pasal 1 bahwa Anak adalah seseorang yang belum 
berusia 18 (delapan belas tahun) , termasuk anak yang masih dalam 
kandung. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 
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dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi.19  
 Adapun mengenai hak dan kewajiban anak diatur di dalam 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di 
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 19. 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas  
 Lalu lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan. 
Dalam melakukan kegiatan dalam berlalu lintas diperlukan suatu 
peraturan yang dapat digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat 
dalam berlalulintas, sehingga pelanggaran lalu lintas tidak terjadi. Namun, 
meskipun berbagai peraturan telah dibuat, tetap saja pelanggaran lalu 
lintas kerap terjadi, bahkan tidak sedikit yang menyebabkan kecelakaan 
lalu lintas. Seperti yang kita ketahui, pengertian pelanggaran adalah 
perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada 
kejahatan.20 Oleh karena itu, apabila seseorang telah melanggar suatu 
peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah, contohnya dalam hal 
pelanggaran lalu lintas, maka kepadanya akan dikenai hukuman yang 
sesuai dengan apa yang diperbuatnya. 
 Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan 
dengan lalu  lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat 
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ataupun  tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga 
kamtibcarlantas.21 
 Pelanggaran lalu lintas ini tidak diatur pada KUHP akan tetapi ada 
yang menyangkut delik-delik yang disebut dalam KUHP, misalnya dalam 
kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359), karena 
kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat dan sebaliknya (Pasal 
360), karena kealpaannya menyebabkan bangunan-bangunan, trem 
kereta api, telegram, telepon, dan listrik sebagainya hancur atau rusak 
(Pasal 409) .22  
Definisi dan Pengertian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas 
Menurut Ramlan Naning, adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas 
jalan.23  Pelanggaran yang dimaksud tersebut adalah sebagaimana yang 
telah disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
lalu lintas dan angkutan jalan  Pasal 326, apabila ketentuan tersebut 
dilanggar, maka dikualifikasikan sebagai pelanggaran.  
 Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dalam surat keputusan 
Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kepala 
Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 desember 1992 dinyatakan ada 
27 jenis pelanggaran yang diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu : 
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  Moeljatno, op. cit, hlm 178. 
23
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1. Klasifikasi pelanggaran ringan 
2. Klasifikasi pelanggraran sedang 
3. Klasifikasi jenis pelanggaran berat 
 Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan, bahwa dari ketetntuan Pasal 316 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, 
dapat diketahui jelas mengenai pasal-pasal yang telah mengatur tentang 
pelanggaran lalu lintas, Antara lain: Ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 281 sampai dengan pasal 313. 
 
E. Pengertian Kepolisian 
Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu Politea. Kata ini pada 
mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara 
dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan 
dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu 
kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga Polis, 
maka Politea atau Polis diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan 
negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.24 
Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama 
Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin 
lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga 
mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus 
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 Andi Munwarman, Sejarah Singkat POLRI .http:/ /www.HukumOnline.com 
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pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha Politea (Polis 
Negara/kota).25 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata Polisi adalah 
suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum 
(menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota 
badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan 
dan ketertiban).26 
Para cendekiawan di bidang Kepolisian menyimpulkan bahwa 
dalam kata Polisi terdapat 3 pengertian, yaitu :27 
1. Polisi sebagai fungsi  
2. Polisi sebagai orang  kenegaraan  
3. Polisi sebagai pejabat / tugas 
Menurut Pasal 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi POLRI adalah:28 
“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negaradi 
bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat”. 
 
 Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi 
wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai bahan 
pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut: 
1. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak 
hukum wajib tunduk pada hukum.  




  Poerwagarnminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 
27
 Andi Munwarman, op.cit, hlm 3 
28
 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik  
    Indonesia. 
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2. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani 
permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum 
diatur dalam hukum  
3. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan 
masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa 
untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.  
4. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan 
daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.  
5. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak 
menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani 
oleh instansi yang membidangi.29 
Dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari 
POLRI yaitu :  
“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk 
mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya 
keamanan dan ketertiban masyarakat,tertib dan tegaknya hukum, 
terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.  
 
Kedudukan POLRI sekarang berada di bawah Presiden menurut 
pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan:  
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di  bawah 
Presiden.  
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2.  Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh KAPOLRI 
yang  pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 
Presiden sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 
Dalam hal ini mengenai tugas dan wewenang POLRI di atur dalam 
Bab III  mulai pasal 13 sampai 14, yang berbunyi :  
Pasal 13 :  
Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah  
a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;  
b) menegakkan hukum; dan  
c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat. 
  
Pasal 14 :  
1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia 
bertugas: 
a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan 
patroli     terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah 
sesuai kebutuhan;  
b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin 
keamanan, ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;  
c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi 
masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan 
warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-
undangan;  
d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 
f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis 
terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, 
dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 
g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua 
tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan 
peraturan perundang-undangan lainnya;  
h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran 
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian 
untuk kepentingan tugas kepolisian;  
i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, 
dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau 
28 
bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara 
sebelum ditanda tangani oleh instansi dan atau pihak yang 
berwenang  
k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian serta  
l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perturan perundang-
undangan.  
2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 
Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang POLRI 
adalah : 
Kami Polisi Indonesia : 
a) Berbakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh 
Ketaqwaan TerhadapTuhan Yang Maha Esa. 
b) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan 
dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 
c) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani 
masyarakat dengan Keikhlasan utuk mewujudkan keamanan 
dan ketertiban.30 
 
Tugas dan wewenang Polisi ini harus dapat dijalankan dengan baik 
agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal dari Undang-Undang 
Kepolisian yaitu untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta 
terbinanya ketenteraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan 
negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi 
manusia dapat terlaksana Yang Maha Esa. 
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F. Tugas dan Fungsi Polisi Di bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan 
Polisi lalu lintas adalah bagian dari kepolisian yang diberi tangan 
khusus dibidang lalu lintas dan karenanya merupakan pengkhususan 
(spesifikasi) daritangan polisi pada umumnya. “Karena kepada polisi lalu 
lintas diberikan tugas yang khusus ini maka diperlukan kecakapan teknis 
yang khusus pula, akan tetapi, walaupun demikian hal ini tidaklah 
menghilangkan atau mengurangi tugas pokok yang dibebankan kepada 
setiap anggota POLRI. Karena itu berhadapan keadaan yang dapat 
mengganggu keamanan dan ketertiban pada umumnya polisi lalu lintas 
pun harus bertindak ”.31 
1. Tugas Polisi Lalu Lintas 
Polisi lalu lintas adalah bagian dari polisi kota dan mewujudkan 
susunan pegawai-pegawai lalu lintas di jalan. Tugas polisi lalu lintas dapat 
dibagi dalam dua golongan besar yaitu: 
1) Operatif: 
a) Memeriksa kecelakaan lalu lintas 
b) Mengatur lalu lintas 
c) Menegakkan hukum lalu lintas. 
2) Administratif 
a) Mengeluarkan surat izin mengemudi 
b) Mengeluarkan surat tanda kendaraan bermotor membuat 
statisfic/ grafik dan pengumpulan data yang berhubungan 
dengan lalu lintas.32 
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2. Fungsi Polisi Di Bidang Lalu Lintas  
Fungsi Kepolisian Bidang Lalu Lintas (fungsi LANTASPOL) 
dilaksanakan dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang “meliputi: 
1) Penegakan hukum lalu lintas (Police Trafic Law Enforcement) , 
yang dapat bersifat preventif yaitu pengaturan, penjagaan, dan 
patroli lalu lintas dan represif yaitu penindakan hukum terhadap 
pelanggar lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. 
2) Pendidikan masyarakat tentang lalu lintas(Police Trafic 
Education). 
3) Enjinering lalu lintas (Police Trafic Enginering).  
4) Registrasi dan identifikasi penegmudi serta kendaraan 
bermotor. 
Dalam rangka penyelenggaraan fungsi LANTASPOL, tersebut 
polisi lalu lintas berperan sebagai: 
1) Aparat penegak hukum perundang-undangan lalu lintas dan 
peraturan pelaksanaannya. 
2) Aparat yang mempunyai wewenang Kepolisian Umum 
3) Aparat penyidik kecelakaan lalu lintas 
4) Penyelenggaraan registrasi dan identifikasi pengemudi dan 
kendaraan bermotor 
5) Pengumpul dan pengelola data tentang lalu lintas; unsur 
bantuan pengelola data bantuan teknis melalui unit-unit patroli 
jalan raya(PJR)”33 
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G. Penegakan Hukum Di Indonesia  
 Menurut Immanuel Kant, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat 
yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat 
menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti 
peraturan hukum tentang kemerdekaan. 34  Hukum berfungsi sebagai 
perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 
terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat 
berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi juga karena 
pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang dilanggar itu harus 
ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah menjadikan kenyataan. 
Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yakni : 
kepastian hukum (rechtssicherheit), kemanfaatan (zweckmassigkeit) dan 
keadilan (gerechtigkeit).35 
 Soerjono menyatakan bahwa Penegakan Hukum adalah adalah 
mencakup proses tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 
pemeriksaan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum dan eksekusi36. 
Selain itu penegakan hukum juga mengandung arti keseluruhan kegiatan 
dari para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan 
dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan 
ketenteraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang 
Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan 
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masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah 
penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah 
sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk “perlindungan 
masyarakat” yang sering pula dikenal dengan istilah “sosial defence”.37 
 Menurut Arief Barda Nawawi, fungsionalisasi hukum pidana 
diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana dapat berfungsi, 
beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret. Istilah 
fungsionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya 
sama dengan pengertian hukum pidana. 38  Dalam proses penegakan 
hukum, bukan merupakan tanggung jawab aparatur penegak hukum 
semata, tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dalam upaya 
menghadapi, menanggulangi berbagai bentuk kejahatan yang merugikan 
dan meresahkan masyarakat itu sendiri. 
 Penegakan hukum juga merupakan kegiatan menyerasikan 
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-
pandangan yang mantap dan mengejewantahkannya dalam sikap dan 
tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk 
menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh 
beberapa faktor yang saling terkait sangat erat yaitu hukum dan aturannya 
sendiri.39  
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Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan 
represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah 
agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan 
tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan 
kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif 
telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. 
Berdasarkan hal tersebut, maka hukum haruslah ditegakkan secara 
represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. 
Penegakan hukum represif pada tingkatnya operasionalnya 
(pelaksanaannya) didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara 
organitoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam 
kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, 
sampai kepada lembaga pemasyarakatan. 
Dalam penegakan hukum harus memperhatikan kemanfaatan atau 
kegunaannya bagi masyarakat, sebab hukum justru dibuat untuk 
kepentingan masyarakat, jangan sampai terjadi pelaksanaan dan 
penegakan hukum nerugikan masyarakat yang pada akhirnya akan 
menimbulkan keresahan. Penegakan hukum juga merupakan proses 
sosial yang melibatkan lingkungannya, oleh karena itu penegakan hukum 
akan bertukar aksi dengan lingkungannya yang bisa disebut pertukaran 
aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya, 
jadi penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai macam kenyataan dan 
keadaan yang terjadi dalam masyarakat. 
34 
Soerjono Soekanto membuat perincian faktor-faktor yang 
mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut : 
1. Faktor hukumnya sendiri,misalnya undang-undang  
2. Faktor penegakan hukum yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum  
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan  
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasanya yang 
didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.40 
Kelima faktor tersebut diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh 
karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak 
ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait 
dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, 
maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang 
diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan 
dikorbankan dan begitu selanjutnya. Asas penegakan hukum yang cepat, 
tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya 
mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan 
itu pula masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum 
yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui pula 
bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal 
yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, contohnya yaitu 
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mempengaruhi aparatur hukum secara negative dan bertentangan dengan 
ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang 
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A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota Besar 
Makassar. Alasan Penulis memilih penelitian di Kepolisian Resort Kota 
Besar Makassar, karena Kota Makassar adalah wilayah kerja dari 
Kepolisian Resort Kota Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang Penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara 
langsung melalui wawancara dengan para petugas Polisi Lalu 
Lintas yang bertugas di Kota Makasar.  
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Kantor Kepolisian 
Resort Kota Besar Makassar mengenai pelaksanaan penegakan 
hukum lalu lintas dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak sekolah dan data-data yang juga 
diperoleh Penulis pada berbagai literatur pada perpustakaan 







C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui wawancara dengan Aparat Penegak 
Lalu Lintas serta anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas di 
Kota Makassar. Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), 
yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang 
berhubungan dengan penelitian Penulis pada perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi 
yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya dan peranan aparat kepolisian dalam menanggulangi 
pelanggaran lalu lintas yang dilkukan oleh anak sekolah di 
kota Makassar. 
 Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam 
Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan 
jalan pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu 
kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkiutan jalan, jaringan lalu 
lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, 
kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya. 
 Pelanggaran lalu lintas masih kerap terjadi di kota Makassar 
ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, 
minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat 
mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum 
cukup untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yaitu salah satu syarat 
kelengkapan dalam berkendara. 
 Seperti yang kita lihat tabel di bawah ini yaitu data jumlah 
pelanggaran lalu  lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yang terjadi dari 





Tabel 1. Data Jumlah Pelanggaran Lalulintas Tahun 2011-2014 
 
 Berdasarkan grafik diatas bahwa di tahun 2011 di bulan januari 
tercatat 16 anak,  februari 15 anak,  maret 38 anak,  april 40 anak,  mei 8 
anak,  juni tidak ada anak yang melakukan pelanggaran  karena di bulan 
tersebut terdapat liburan akhir sekolah,  juli 26 anak,  agustus 253 anak, 
september 133 anak, oktober 105 anak, november 119 anak, desember 
130 anak. 
 Sedangkan di tahun 2012 bulan januari 26 anak yang melanggar,  
februari 100 anak, maret 93 anak, april 128 anak, mei 72 anak,  juni 4 
anak,  juli 38 anak, agustus 75 anak, september 20 anak, oktober 297 
anak, november 125 anak, desember 153 anak. 
 Dan di tahun 2013 bulan januari  82 anak yang melanggar, februari 
108 anak, maret 131 anak, april 121 anak, mei 150 anak, juni 128 anak, 
juli 217 anak, agustus 65 anak, september 94 anak, oktober 189 anak, 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul
Augu
st
Sept Okt Nov Des
Juml
ah
2011 16 15 38 40 8 0 26 253 133 105 119 130 883
2012 26 100 93 128 72 4 38 75 20 297 125 153 1131
2013 82 108 131 121 150 128 217 65 94 189 180 82 1547


















Data Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas 
Tahun 2011/Januari 2014 
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november 180 anak, desember 82 anak. Memasuki tahun 2014 di bulan 
januari sudah tecatat 65 anak yang melanggar. 
 Berdasarkan grafik yang di buat penulis  tahun 2011 sampai 
dengan Januari 2014  pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
mengalami peningkatan setiap bulan dan tahunnya seperti yang kita lihat 
sepanjang tahun 2011 tercatat 883 anak yang melakukan pelanggaran 
dan tahun 2012 tercatat 1131 anak yang melakukan pelanggaran ditahun 
2013 mengalami peningkatan sebanyak 1547 anak yang melakukan 
pelanggaran, Khusus bulan januari tahun 2014 sudah tercatat 65 anak 
yang melakukan pelanggaran. 
 Dalam hal upaya  menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak 
taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak 
cukup umur untuk memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), maka aparat 
dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan upaya-upaya.  Seperti yang 
dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang 
digunakan yaitu:42 
1. Upaya Preventif  
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk 
mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah 
kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi 
lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu 
usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan 
                                                             
42
 Romli Atmasasmita, 1995, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: PT. Eresco. 
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diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila 
upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh 
siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi. 
 Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk 
menanggulangi kejahatan yaitu: 
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk 
mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-
tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi 
tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. 
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang 
menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun 
potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis 
dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial 
ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu 
kesatuan yang harmonis. 
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan 
bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau 
keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah 
tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata 
lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. 
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan 
suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi 
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seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang 
menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya 
seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong 
timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana 
meningkatkan kesadaran dan patisipasi masyarakat bahwa keamanan 
dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. 
2. Upaya Represif  
 Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan 
secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan . 
Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak 
para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta 
memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang 
dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan 
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan 
ditanggungnya sangat berat . 
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari 
sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling 
sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, 
kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan berhubungan secara 
fungsional.   
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 Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis 
terhadap Ibu Cecilia yang berpangkat sebagai Ajun Komisaris di Bagian 
SATLANTAS Polrestabes Makassar, menurut beliau upaya yang 
dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu sebagai berikut :  
1. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di 
sekolah-sekolah yaitu “Goes To School” 
2. Melaksanakan kegiatan Irup Sekolah yaitu Aparat Kepolisian 
yang menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah. 
3. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi PKS yaitu Patroli 
Keamanan Sekolah. 
4. Meningkatkan Pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba 
cerdas-cermat tentang lalu lintas. 
 Penegakan hukumya: melaksanakan penertiban kepada siswa-
siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama 
dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah. 
 Seperti yang kita lihat wawancara diatas penulis menyimpulkan 
bahwa upaya yang di sebutkan ibu Cecilia termasuk upaya preventif 
karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.  
 Bila dalam upaya untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di kota makassar dengan cara preventif 
masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka 
dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk 
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menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jerah 
yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak 
mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan : 
1. Tilang adalah bukti pelanggaran. Fungsi tilang itu sendiri 
sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran 
lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta 
sebagai alat bukti penyitaan atas barang yang di sita oleh pihak 
kepolisian kepada si anak yang melanggar. 
2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak 
mempunyai SIM( Surat Izin Mengemudi) melihat umur mereka 
belum cukup untuk memiliki SIM. 
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas 
tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan 
cara membuat surat pernyataan bahwa tertulis tidak akan 
melanggar lagi. 
 Adapun peranan aparat kepolisian terhdap pelanggaran lalu lintas 
yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu :  
1. Melaksanakan Kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk 
oprasi disekolah-sekolah. 
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas 
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas. 
 Bagaiamanapun bentuk upaya dan peranan yang dilakukan aparat 
kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas 
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yang dilakukan oleh anak sekolah di kota makassar adalah cara aparat 
kepolisian untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena 
berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas 
disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas. 
 
B. Faktor-faktor yang menyebakan terjadinya pelanggaran lalu 
lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota makassar. 
 Melihat kasus AQJ anak bungsu Ahmad Dani penulis juga 
melakukan wawancara terhadap AIPDA KASMAN, dalam wawancara 
tersebut penulis menanyakan tanggapan Aparat penegak hukum melihat 
kasus AQJ anak bungsu Ahmad Dani mengapa penegakan hukumya 
berbeda dengan dengan kasus anak lainnya beliau menjawab bahwa 
sebenarnya tidak ada perbedaan penegakan hukumnya tetapi karena AQJ 
tersorot media dan Ayahnya seoarang publik figur makanya terlihat  
berbeda dengan kasus-kasus anak lainnya tetapi sebenarnya AQJ 
sekarang mengikuti pemeriksaan tentang kasusnya dalam prosedur 
hukum yang berlaku. 
 Dalam kasus tersebut bahwa Ahmad Dani tidak mengetahui 
anaknya mengendarai kendaraan. Kasus kecelakaan AQJ dapat menjadi 
pelajaran kepada orang tua dan guru agar anak di bawah umur tidak 
diperkenankan berkendara karena belum memenui syarat. Harapannya 
banyak generasi muda bisa diselamatkan dan tak terjerat hukum hanya 
karena mengendarai kendaraan terlalu dini. 
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 Selain itu penulis juga melakukan penelitian dengan cara 
membagikan kusioner di SMP dan SMA di kota Makassar terkait dengan 
masalah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di kota 
makassar. Adapun hasil penelitian yang dapat dilihat dalam bentuk tabel 
dibawah ini:  
Tabel 2 
Siswa SMP di Makassar 
 
Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah anda mengetahui adanya 
peraturan lalu lintas 
30 orang - 
Apakah anda sudah mempunyai 
SIM (Surat Izin Mengemudi) 
- 30 orang 
Apakah anda membawa 
kendaraan ke sekolah 
- 30 orang 
Apakah orang tua anda memberi 
izin membawa kendaraan ke 
sekolah 
4 orang 26 orang 
Apakah sekolah anda 
membolehkan siswanya 
membawa kendaraan ke sekolah 
- 30 orang 
Apakah anda sering melakukan 
pelanggaran lalu lintas misalnya 
tidak menggunakan helm atau 
mengendarai lebih dari tiga orang 
14 orang 16 orang 
 
 Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa tingkat pemahaman 
mengenai peraturan lalu lintas cukup tinggi artinya peraturan lalu lintas 
tersosialisasikan dengan baik sehingga anak sekolah paham khususnya 
ditingkat SMP.  
1. Dari 30 anak semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas. 
2. Dari 30 anak semuanya tidak mempunyai SIM (Surat Izin 
Mengemudi). 
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3. Dari 30 anak mereka tidak membawa kendaraan ke Sekolah. 
4. Dari 30 anak 4 diantaranya diperbolehkan membawa kendaran 
ke sekolah orang tuang selebihnya tidak diperbolehkan yaitu 26 
siswa. 
5. Dari 30 anak semuanya mengatakan di Sekolahnya tidak 
diperbolehkan membawa kendaraan ke Sekolah. 
6. Dari 30 anak ada 14 yang pernah melanggar lalu lintas yaitu 
tidak menggunakan helm dan mengendari kendaraan bermotor 
lebih dari 3 orang selebihnya tidak pernah yaitu 16 siswa. 
Tabel 3 
SISWA SMA DI MAKASSAR 
Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah anda mengetahui 
adanya peraturan lalu lintas 
70 orang - 
Apakah anda sudah mempunyai 
SIM (Surat Izin Mengemudi) 
20 orang 50 orang 
Apakah anda membawa 
kendaraan ke sekolah 
47 orang 23 orang 
Apakah orang tua anda memberi 
izin membawa kendaraan ke 
sekolah 
58 orang 12 orang 
Apakah sekolah anda 
membolehkan siswanya 
membawa kendaraan ke sekolah 
70 orang - 
Apakah anda sering melakukan 
pelanggaran lalu lintas misalnya 
tidak menggunakan helm atau 
mengendarai lebih dari tiga orang 
5 orang 65 orang 
  
 Dari hasil penelitian terhadap anak SMA dapat dilihat tingkat 
pemahaman tentang peraturan lalu lintas cukup tinggi artinya peraturan 
lalu lintas telah tersosialisasikan dengan baik sehingga anak sekolah 
paham akan adanya peraturan lalu lintas. 
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Melihat tabel diatas hasil kusioner menunjukkan bahwa : 
1. Dari 70  semuanya mengetahui adanya peraturan lalu lintas  
2. 20 anak mempunyai SIM(Surat Izin Mengemudi) dan 50 anak 
tidak mempunyai SIM. 
3. 47 anak membawa kendaraan sekolah sedangkan 23 anak tidak 
membawa kendaraan ke sekolah. 
4. 58 anak diperbolehkan membawa kendaraan ke sekolah 
selebihya 12 anak tidak diperbolehkan. 
5. Dari 70 anak semuanya menjawab sekolah memperbolehkan 
membawa kendaraan ke sekolah. 
6. 5 anak sering melakukan pelanggaran selebihnya 65 anak tidak 
pernah melakukan pelanggaran. 
Apabila tabel SMA DAN SMP di gabungkan maka dapat dilihat 
sebagai berikut : 
Pertanyaan YA TIDAK 
Apakah anda mengetahui 
adanya peraturan lalu lintas 
100 anak - 
Apakah anda sudah mempunyai 
SIM (Surat Izin Mengemudi) 
20 anak 80 anak 
Apakah anda membawa 
kendaraan ke sekolah 
47 anak 53 anak 
Apakah orang tua anda memberi 
izin membawa kendaraan ke 
sekolah 
62 anak 38 anak 
Apakah sekolah anda 
membolehkan siswanya 
membawa kendaraan ke sekolah 
70 anak 30 anak 
Apakah anda sering melakukan 
pelanggaran lalu lintas misalnya 
tidak menggunakan helm atau 
mengendarai lebih dari tiga orang 
19 anak 81 anak 
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 Melihat tabel diatas penulis menyimpulkan bahwa salah satu faktor 
yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
sekolah di kota makassar yaitu adanya kebebasan dari orang tua 
membuat anak tersebut mengendarai kendaraan  padahal anak tersebut 
belum memenuhi persyaratan untuk berkendara. 
 Dalam Penelitian ini penulis juga melakukan wawancara kepada 
ibu Andi Aida Selaku Wakil Kepala Sekolah SMA NEGERI 12 Makassar 
penulis menanyakan pendapat guru terhadap pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah beliau menjawab terkadang orang tua tidak 
paham akan adanya peraturan lalu lintas terhadap anak di bawah umur, 
dan juga adanya faktor lingkungan dimana anak tersebut tinggal atau 
pergaulannya. Penulis juga menanyakan mengapa di SMA NEGERI 12 
Makassar membiarkan siswanya membawa kendaraan ke sekolah di lihat 
dari data kusioner yang penulis bagikan ke siswa SMA NEGERI 12 
Makassar Ibu Andi Aida menjawabnya sebenarnya di sekolah tidak 
memperbolehkan siswanya membawa kendaraan ke sekolah tetapi lokasi 
Sekolah bukan Jalur ankgkutan umum dan rata-rata rumah siswa jaraknya 
jauh dari sekolah dan pihak sekolah memaklumi alasan tersebut.  
 Penulis mencoba mengaitkan masalah pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah dengan kasus AQJ anak bungsu Ahmad 
Dani semuanya terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua  mereka 
terhadap anaknya semestinya orang tua harus menyadari akan bahaya 
yang akan di timbulkan kepada anak jika dia mengendarai kendaran 
terlalu dini.  
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 Makanya Penulis juga melakukan wawancara kepada orang tua 
yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan ke sekolah yaitu Ibu 
Niswaty menjawab jika ia tidak membiarkan anaknya membawa 
kendaraan ke sekolah sulit baginya mengantar jemput anaknya karena 
kesibukannya di kantor membuatnya membiarkan anaknya membawa 
kendaraan kesekolah, dia juga sadar akan bahaya yang ditimbulkan 
anaknya jika mengendarai kendaraan mengingat anaknya belum cukup 
umur untuk memenuhi persyaratan berkendara tetapi dia selalu 
mengingatkan anaknya untuk selalu berhati-hati jika mengendarai 
kendaraan dan kecepatan dalam berkendara harus di bawah rata-rata. 
 Maka faktor-faktor yang menpengaruhi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah di kota Makassar yaitu : 
1. Faktor Keluarga  
 Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk 
membesarkan, mendewasakan, dan didalamnya anak mendapatkan 
pendidikan yang pertama dan utama. Oleh karena itu keluarga memiliki 
peranan yang penting dalam perkembangan anak. Peran keluarga sangat 
penting sekali dalam pengaruh pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh 
anak. Alasannya bila orang tua tidak membiarkan anaknya yang masih 
dibawah umur mengendarai sepeda motor maka peluang pelanggaran lalu 
lintas tidak terjadi. penulis menyimpulkan bahwa anak sekolah berpotensi 
melakukan pelanggaran lalu lintas tidak terlepas dari adanya dukungan 
orang tua/keluarga, hal ini dapat dilihat ketika orang tua mengetahui 
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bahwa anaknya mampu mengendarai kendaraan bermotor di usia yang 
sangat dini namun tidak memberi pengawasan yang ketat terhadap anak 
untuk tidak membawa kendaraan bermotor, terlebih lagi orang tua yang 
dengan sengaja mengajarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor 
di usia yang sangat dini.  
Dari sinilah dapat dilihat bahwa anak yang masih dibawah umur 
masih sangat membutuhkan pengertian dan pengawasan dari keluarga  
karena dengan adanya pengawasan dari keluarga maka si anak akan 
lebih terarah, selain itu keluarga juga mempunyai peranan besar terhadap 
perkembangan anak itu sendiri, karena jika orang tua tidak mendukung 
dan menfasilitasi , maka si anak tidak mungkin membawa kendaraan dan 
melakukan pelanggaran karena kurangnya pengetahuan berlalu lintas. 
2. Faktor Pendidikan dan Sekolah  
 Sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa para 
anak, atau dengan kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap 
pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah 
laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak 
langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan disekolah-
sekolah. 
Dalam konteks demikian, Sekolah adalah tempat pendidikan anak 
ke dua setelah lingkungan keluarga/rumah tangga si anak itu sendiri. 
Selama mereka menempuh pendidikan disekolah, terjadi interaksi antara 
anak dan sesamanya, interaksi yang mereka lakukan disekolah sering 
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menimbulkan efek samping yang negative terhadap perkembangan 
mental si anak. 
Perilaku dari anak itu sendiri yang kurang memahami aturan berlalu 
lintas dan kurang pedulinya orang tua dan pihak sekolah. Dari data 
kusioner penulis jelas bahwa sekolah juga memiliki peran yang penting 
sehingga sekolah harusnya bisa lebih memberikan batasan kepada si 
anak bahwa dilarang membawa kendaraan ke sekolah.  Jadi penulis 
menyimpulakan bahwa peran sekolah juga tidak kalah pentingnya dalam 
hal memberikan izin untuk membawa kendaraan ke sekolah. Dan dari 
pihak keluarga juga mestinya mendukung dan ikut saling mengawasi 
perilaku si anak tersebut. 
3. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak 
 Harus disadari betapa besar pengaruh lingkungan terhadap remaja, 
terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. 
Anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan 
pergaulan yang semuannya memberikan pengaruh yang menekan dan 
memaksa pada pembentukkan perilaku yang buruk, sebagai produknya 
para anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum 
formal. Para anak menjadi delikuen/jahat sebagai akibat dari transformasi 
psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan 
memaksa sifatnya. Karena itu semakin luas anak bergaul semakin intensif 
relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses 
berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula 
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kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peranan 
orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak 
tesebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik anak agar 
bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-


















Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan di 
atas,  maka disimpulkan sebagai berikut:   
1. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam 
menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
sekolah yaitu: 
a. Upaya Preventif,  upaya ini merupakan langkah awal yang diambil 
oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran 
lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara 
melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-
sekolah yaitu “Goes To School”, agar mereka paham tentang 
berkendara baik dan benar. 
b. Upaya Represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk 
menindak langsung anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu 
lintas dan berguna untuk memberi efek jerah terhadap anak 
sekolah yang melakukan pelanggaran. 
2. Faktor–faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas yang 
dilakukan oleh anak sekolah yakni sebagai berikut: 
a. Faktor Keluarga: anak melakukan pelanggaran lalu lintas tidak 
terlepas dari adanya dukungan orang tua/keluarga, semestinya 
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mereka memberi pengawasan terhadap anak untuk tidak 
membawa kendaraan bermotor. 
b. Faktor Pendidikan dan Sekolah: sekolah memiliki peran yang 
sangat penting, sehinnga seharusnya sekolah memberi batasan 
kepada si anak dan melarang membawa kendaraan ke sekolah.  
c. Faktor Pergaulan atau Lingkungan Anak: pergaulan dan lingkungan  
mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap anak karena 
semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak 
nakal dan akan mendapatkan dampak yang buruk terhadap anak 
tersebut. 
B. Saran 
1. Perlunya dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada anak 
sekolah yang berkaitan dengan aturan-aturan lalu lintas agar tidak 
ada lagi kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak 
sekolah di kota makassar dan tercipta tata tertib dalam berlalu 
lintas mengenai prosedur yang safety dalam berlalu lintas. 
2. Peranan orang tua sangat penting di dalam perkembangan anak 
olehnya itu orang tua seharusnya melakukan pengawasan yang 
lebih oleh anak apabila mengendarai kendaraan dan 
memperhatikan segala kegiatan anak terutama dalam suasana 
lingkungan yang berada disekitarnya. Selain itu sangat perlu bagi 
orang tua memberikan wawasan kepada anak mengenai berlalu 
lintas sesuai prosedur dan undang – undang yang berlaku.   
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